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ABSTRAK 

Suatu tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat 

menimbulkan kerugian keuangan negara. Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang 

terbukti melakukan suatu tindak pi dana sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan 

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dapat dijatuhi sanksi sebagaimana diatur di dalam kedua pasal tersebut. Akan tetapi, 

apabila tidak terbukti unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku 

dapat dijatuhkan putusan bebas. Terhadap putusan bebas tersebut, Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan peluang untuk 

melakukan upaya pengembalian kerugian keuangan negara, yang merupakan akibat dari 

dilakukannya tindak pi dana korupsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dilakukan melalui gugatan perdata, 

dengan dasar Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan 

Hukum. Terdapat unsur-unsur yang sama antara unsur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta 

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, 

bagaimana akibat dari putusan bebas terhadap upaya pengembalian kerugian keuangan 

negara. Lalu, apakah putusan hakim pidana akan mengikat hakim perdata dalam memeriksa 

gugatan pengembalian kerugian keuangan negara. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian 

yuridis normatif, di mana dengan menggunakan metode tersebut akan diteliti unsur-unsur dari 

Pasal 2 ayat ( 1) dan Pasal 3 Undang-undang Nom or 31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, agar 

mengetahui apa dampaknya dari putusan bebas terhadap gugatan pengembalian kerugian 

keuangan negara. Selain itu, dengan metode yuridis normatif ini pun akan diteliti peraturan

peraturan yang berlaku, yang berkaitan dengan proses pemeriksaan di pengadilan, agar dapat 

mengetahui terikat atau tidaknya hakim atas putusan hakim lainnya. 

Kata Kunci: Tindak pidana korupsi, Kerugian keuangan negara, Putusan hakim 
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BABl --
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa, di 

mana tindak pidana korupsi memberikan dampak yang luar biasa, sehingga 

pemberantasannya pun perlu dilakukan secara luar biasa pula. Tindak pidana 

korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan keuangan negara. Hal 

tersebut sebagaimana disebutkan dalam konsiderans Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut 

UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) bahwa, tindak pidana korupsi 

sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat 

pembangunan nasional. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi perlu diberantas, 

agar dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD 1945). 

Wujud nyata dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh pemerintah 

Indonesia adalah dibentuknya UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Selain membuat aturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, 

pemerintah pun membuat lembaga independen, untuk melakukan pemberantasan 

tindak pidana korupsi yaitu, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 

diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum dibentuknya UU tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dibentuknya Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, Indonesia telah melakukan upaya pemberantasan tindak 

pidana korupsi. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah 

dilakukan selama lebih dari 60 tahun, baik pada era Orde Lama, Orde Baru, 

maupun pada era Reformasi, serta era baru pemerintahan saat ini. Namun 

demikian, segala daya dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan 

1 
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seluruh lapisan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi ternyata 

belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. 1 

Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya 

hukuman penjara, akan tetapi ditambah pula dengan hukuman denda yang 

tujuannya adalah untuk mengganti kerugian keuangan negara yang ditimbulkan 

dari perbuatan korupsi. Hal tersebut ternyata belum cukup dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam upaya pengembalian 

kerugian keuangan negara. Tidak tertutup kemungkinan dalam proses 

pemberantasan tindak pidana korupsi penegakkan hukumnya tidak sesuai dengan 

yang diharapkan, misalnya pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia pada 

saat proses penyidikan atau pemeriksaan di pengadilan, atau dalam proses 

penyidikan terdapat satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tersebut tidak 

terdapat cukup bukti, atau perbuatan tindak pidana korupsi tersebut diputus bebas 

oleh hakim di pengadilan, sehingga pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat 

dijatuhi hukuman, padahal perbuatan tersebut secara nyata telah menimbulkan 

kerugian keuangan negara. Hal tersebut lah yang coba diatur di dalam Pasal 32, 

Pasal 33 dan Pasal 34 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pemerintah memberikan peluang terhadap Jaksa Pengacara Negara atau instansi 

yang dirugikan, untuk melakukan gugatan pengembalian kerugian keuangan 

negara secara perdata. Peluang yang diberikan tersebut merupakan upaya 

pemerintah untuk dapat mengembalikan keuangan negara yang dirugikan oleh 

tindak pidana korupsi. 

Pasal 32 ayat (2) UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

memberikan peluang agar tetap dapat dikembalikannya kerugian keuangan 

negara, meskipun perkara korupsi tersebut terlah dijatuhkan putusan bebas. Pasal 

32 ayat (2) UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan 

bahwa, 

1 Kristian dan Yopi Gunawan, "Tindak Pidana Korupsi: Misteri dan Dampak yang Dihasilkan", 
dalam buku Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan 
The United Nations Convention Against Corruption), (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 
halaman 3. 
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"Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan 
hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara". 

yang dimaksud dengan putusan bebas dalam Pasal 32 ayat (2) tersebut adalah 

putusan bebas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya 

disebut KUHAP). Pasal 191 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: 

1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus 
be bas. 

2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 
tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 
hukum. 

Terhadap Pasal 191 ayat (1) ini KUHAP memberikan penjelasan bahwa, 

yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 
terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut 
penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti 
menurut ketentuan hukum acara pi dana ini. 

Berdasarkan hal tersebut berarti putusan bebas dijatuhkan, karena hakim menilai 

atas dasar pembuktian, dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum 

acara pidana di dalam KUHAP bahwa, perbuatan terdakwa tidak cukup terbukti. 

Putusan bebas sendiri sebenamya dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya 

karena perbuatan terdakwa tidak terbukti, akan tetapi, apabila unsur-unsur di 

dalam rumusan pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, maka 

terdakwa pun akan dijatuhkan putusan bebas. Oleh karena itu, pasal 191 ayat (1) 

ini tidak bisa ditafsirkan secara sempit atau begitu saja dengan melihat penjelasan 

di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja, yang seolah-olah menyatakan 

bahwa, seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas apabila perbuatan yang 

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 

Kasus tindak pidana korupsi yang diputus bebas sudah banyak terjadi, 

salah satunya adalah putusan bebas atas kasus korupsi tukar guling atau ruilslag 

yang melibatkan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan bebas, karena sifat melawan hukum 
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atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dibuktikan 

baik menurut hukum maupun keyakinan hakim. Pemerintahpun langsung 

mengajukan gugatan secara perdata melalui Jaksa Pengacara Negara, untuk 

mengembalikan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi yang 

dilkaukan oleh Tommy Soeharto. 

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan 

instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil 

maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pi dana korupsi. 2 Pembuktian 

dalam hukum acara perdata menggunakan pembuktian formil, sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata sebagai 

berikut: 

... Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan sese orang, tidak perlu 
adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang 
sah, dan berdasarkan alatialat bukti tersebut hakim akan mengambil 
keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, 
dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja. 3 

Selanjutnya R. Wiyono menjelaskan sebagai berikut: 

Yang akan menjadi dasar hukum untuk mengajukan gugatan menuntut 
kerugian terhadap keuangan negara adalah perbuatan melawan hukum 
(Pasal1365 KUH Perdata) ... 4, 

sehingga jaksa pengacara negara harus membuktikan unsur-unsur perbuatan 

melawan hukum (PMH), di antaranya: 

1. Perbuatan yang melanggar hukum. 

2. Kesalahan. 

3. Kerugian. 

4. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. 

2 Nashriana, Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian 
Keuangan Negara, halaman 24, diakses dari eprints.unsri .ac.id pada 1 Oktober 2016 pukul 10.25 
WIB. 
3 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata da/am Teori dan 
Praktek, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), halaman 59. 
4 R. Wiyono. Pembahasan U11dang-undrmg Pembawrrasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2012), halaman 201. 
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Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa, penjatuhan hukuman bebas 

diberikan karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan. Sementara itu, Jaksa Pengacara Negara dalam 

melakukan gugatan perdata dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan 

negara tunduk pada disiplin hukum perdata, di mana Jaksa Pengacara Negara 

harus mampu membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, 

kerugian, dan yang terakhir adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan 

melawan hukum dengan kerugian yang ada. Hal tersebut menjadi permasalahan 

dalam pembuktian di pengadilan nanti, karena gugatan diajukan terhadap 

terdakwa yang sudah diputus bebas, yang tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan telah melakukan perbuatan mel a wan hukum, sedangkan J aksa 

Pengacara Negara sendiri harus dapat membuktikan adanya perbuatan melawan 

hukum tersebut. 

Pembuktian yang sulit di dalam persidangan nanti tidak menutup 

kemungkinan hakim akan mengabulkan gugatan dari Jaksa Pengacara Negara 

tersebut. Hal tersebut dikarenakan hakim perdata tidak terikat oleh putusan hakim 

pidana yang sebelumnya mnejatuhkan putusan bebas atas kasus tersebut, di aman 

hal tersebut didasari oleh pengaturan di dalam Pasal 1919 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), yang menyatakan: 

"Jika seorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang 
dituduhkan kepadanya, maka pembebasan itu di muka hakim perdata tidak 
dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi." 

Berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan lain yaitu, terikat atau tidaknya 
hakim perdata terhadap putusan hakim pidana, serta putusan mana yang mengikat 
bagi tergugat, apabila terdapat pertentangan putusan atas kasus yang sama. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memilih judul penulisan hukum 

,yaitu: 

"Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan 

Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal32 ayat (2) Undang

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana akibat dari putUsan bebas terhadap pembuktian dalam gugatan 

perdata, dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak 

pidana korupsi? 

2. Apakah hakim perdata akan terikat oleh putusan hakim pidana? Serta 

putusan manakah yang mengikat tergugat? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan dan bertujuan untuk: 

1. Mengetahui bagaimana dampak putusan bebas terhadap pengembalian 

keuangan negara hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata, 

terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhkan putusan 

bebas. 

2. Mengetahui akibat dari adanya pertentangan putusan hakim yang sudah 

berkekuatan hukum tetap atas kasus yang sama bagi terdakwa atau 

tergugat. 

1.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis 

Normatif. Pada penelitian bersifat Yuridis Normatif ini dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan bahan sekunder. Dalam 

penelitian ini menggunakan konsep hukum norma-norma positif di dalam sistem 

perundang-undangan nasional. 

1. Sumber Data 
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Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari bahan 

pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder dan 

tertier. 

a. Sumber hukum pnmer yaitu, berupa peraturan perundang

undangan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Tindak 

Pidana Korupsi, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain 

itu juga ada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, serta United Nations Coventions 

Against Corruption. 

b. Sumber hukum sekunder yaitu, bahan-bahan berupa buku-buku 

tentang hukum pidana dan korupsi, hukum acara perdata, jumal 

hukum, dan atiikel yang relevan dengan penelitian ini. 

c. Sumber hukum tertier yaitu, bahan-bahan yang berupa kamus 

hukum dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang 

sumber hukum primer dan sekunder di atas. 

2. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan 

konsep hukum norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan 

nasional. 

3. Analisis Data 

Adapun cara menganalisa data dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, mengelola data, dan menganalisanya, kemudian dituangkan 

menggunakan kalimat sehingga pcmbaca lcbih mudah memahami 

penelitian ini. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Bab 1 Pendabuluan: berisikan pendahuluan yang <.li <.lalamnya 

memaparkan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan 

tujuan penelitian, yang mengemukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian 
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dari istilah yang terdapat di judul, untuk memberikan batasan dalam pemahaman 

mengenai istilah-istilah tersebut. 

Bah 2 Kajian Teoritik Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Behas: 

berisikan pembahasan mengenai tindak pidana korupsi dan putusan bebas 

berdasarkan peraturan yang terkait dan teori-teori hukum yang relevan. 

Bah 3 Kajian Teoritik Perhuatan Melawan Hukum dalam Hukum 

Perdata dan Hukum Pidana, Serta Pertanggungjawahan Hukum dalam 

Hukum Pidana dan Hukum Perdata Berdasarkan Perhuatan Melawan 

Hukum: berisikan pembahasan mengenai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang

undang Hukum Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, serta pembahasan 

mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum di dalam hukum pidana. 

Bah 4 Analisis Terhadap Pemhuktian dalam Gugatan Pengemhalian 

Kerugian Keuangan Negara dan Putusan Hakim atas Gugatan 

Pengemhalian Kerugian Keuangan Negara: berisikan analisis mengenm 

dampak dari putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap upaya 

pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata, dampak dari 

putusan bebas hakim pidana terhadap hakim perdata, serta mengikatnya putusan 

bagi tergugat. 

Bah 5 Penutup: penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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